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ABSTRAK 

Kasus kecelakaan laut di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai bertambah 

terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran 

pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan 

keselamatan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi laut di Kecamatan 

Durai. Penelitian ini menggunakan Teori Arif yang memiliki 4 (empat) indikator 

yakni pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah 

sebagai fasilitator, pemerintah sebagai katalisator. jenis penelitian yang di gunakan 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. data yang di kumpulkan dengan menggunakan 

metode wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran 

pemerintah sebagai regulator adalah masih kurang dalam memberi peraturan yang di 

mana tidak adanya peraturan tertulis mengenai kuantitas penumpang, peran 

pemerintah sebagai dinamisator masih kurang memuaskan di mata masyarakat hal 

ini di karenakan tidak adanya pengecek kan yang semestinya di lakukan oleh Dinas 

Perhubungan dan Tim Sahbandar, peran pemerintah sebagai fasilitator yang 

berindikatorkan fasilitator juga serupa dengan regulator yang di mana masyarakat 

merasa kurang puas karena tidak adanya pengecekan yang di lakukan oleh Dinas 

Perhubungan untuk alat keselamatan di kapal, peran pemerintah sebagai katalisator 

pemerintah memiliki kedudukan sebagai aktor yang mempercepat pengembangan 

potensi daerah dan yang memungkin kan bisa menjadi model sosial untuk 

menciptakan partisipasi yag dimana menurut pandangan masyarakat ketika ada 

sesuatu hal yang terjadi di laut pada kenyataannya selalu melibatkan banyak pihak. 

kendala yang di hadapi oleh dinas terkait yaitu karena faktor alam, dan jadwal 

keberangkatan pompong dari Durai ke Semembang, Sandam dan Pulau Akat yang 

tidak sinkron, yang di mana Dinas Perhubungan Kecamatan Durai ini terletak di 

kabupaten karimun. 
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Maritime accident cases in Karimun Regency, Durai District, continue to 

increase. This research aims to find out the role of the government, especially the 

transportation service, in supervising and ensuring public safety when using sea 

transportation in Durai sub-district. This research uses the ndarha theory which has 

4 (four) indicators, namely the government as a regulator, the government as a 

dynamist, the government as a facilitator, the government as a catalyst. The type of 

research used is qualitative descriptive research. Data collected using interview and 

documentation methods. The results of this research show that the government's 

role as a regulator is still less competent in providing regulations, where there are 

no written regulations regarding passenger quantity, the government's role as a 

dynamist is still unsatisfactory in the eyes of the public, this is because there are no 

checks that should be carried out by the transportation service and sabandar team, 

the role of the government as a facilitator which is indicated as a facilitator is also 

similar to that of a regulator where the public feels dissatisfied because there are no 

checks carried out by the transportation service for safety equipment on ships, the 

government's role as a catalyst is that the government has a position as an actor who 

accelerates the development of regional potential and which makes it possible to 

become a social model for creating participation which, according to the public's 

view, when something happens in the field in reality always involves many parties. 

The obstacles faced by the relevant agencies are due to natural factors, and the ship 

departure schedule from Karimun to Durai which is not synchronized, where the 

Durai sub-district transportation service is located in Karimun district. 
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